PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air
minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat
kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan terjangkau,
perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan
air minum;

b. bahwa guna pengembangan sistem penyediaan air
minum sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan
kegiatan  pembangunan, perluasan, dan/atau
peningkatan sistem fisik dan non fisik secara
terpadu, sehingga perlu adanya Kebijakan dan
Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 5
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penetapan
kebijakan dan Strategi Kabupaten dalam
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
merupakan kewenangan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum di Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3046);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5801);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5802);
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Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1462);

Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun
2013 tentang Rencana  Pengembangan dan
Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung di Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013 Nomor 81);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015 Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 113);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kudus Tahun 2012 - 2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 166) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 -
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 175);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN
STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Kudus.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Kudus.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya
disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah
yang bergerak dibidang pelayanan air minum.

Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi yang selanjutnya disingkat BPSPAMS adalah
lembaga masyarakat pengelola sistem penyediaan air
minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan,
atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan
sendiri.

Kebijakan dan Strategi adalah pedoman untuk
mewujudkan misi pembangunan.

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum adalah pedoman untuk
penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air
minum bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara.

Good Governance adalah suatu tata pemerintahan
yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip (yang
kemudian dikenal dengan "Sepuluh Prinsip Tata
Pemerintahan yang Baik"), antara lain Partisipasi,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Penegakan Hukum, Transparansi, Tanggap,
Kesetaraan, Visi Strategis, Efektifitas dan Efisiensi,
Profesionalisme, Ekuntabilitas dan Pengawasan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah proses dan
struktur yang digunakan untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan
yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan
dalam jangka panjang dengan memperhatikan
kepentingan stakeholder serta berlandaskan
peraturan perundang-undangan, moral, dan nilai
etika.

Air Minum adalah air minum rumah tangga yang
melalui proses pengolahan atau tanpa proses
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan
dapat langsung diminum.

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan
Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan
produktif.

Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan
sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan
pengembangan dan  pengelolaan sarana dan
prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen
untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah
kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan
sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum
dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan
kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan
baru, peningkatan, dan perluasan.

Penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana
Teknis /Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi,
Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa,
dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan
penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum di Daerah.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS
adalah program untuk meningkatkan pelayanan air
minum kepada masyarakat yang kurang terlayani
termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di
wilayah perdesaan dan pinggiran kota.

Idle Capacity adalah kapasitas air minum yang tidak
terpakai.



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Non Revenue Water (NRW) adalah air yang tidak
berekening yaitu selisih antara air yang diproduksi
dengan yang tercetak dalam rekening.

District Meter Area (DMA) adalah pemasangan meter
induk pada titik yang strategis pada sistem distribusi,
untuk memudahkan dalam monitoring apabila terjadi
kebocoran jaringan pipa.

Tapping adalah pekerjaan penyambungan atau
penambahan jaringan perpipaan untuk memperluas
jangkauan pelayanan.

Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang
terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis
Daerah, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha
untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Sambungan Rumah (SR) adalah sebutan yang
digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau
satuan sambungan pelanggan yang memperoleh
pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.

Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah suatu rangkaian
modul peralatan yang bekerja berkesinambungan
mengolah air baku menjadi air yang aman
dikonsumsi.

Corporate Social Responsibilities (CSR) adalah suatu
tindakan atau konsep yang dilakukan suatu
perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan
tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka
terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan
tersebut berada dan merupakan fenomena strategi
perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan
kepentingan stakeholder.

Information Technology (IT) adalah pemanfaatan
perangkat komputer sebagai alat untuk memproses,
menyajikan, serta mengelola data dan informasi
dengan berbasis pada peralatan komunikasi, sehingga
pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih
luas penyebarannya dan lebih lama penyimpanannya.

Geo Pump adalah perangkat pengendali jarak jauh
untuk mengetahui kecepatan aliran dan tekanan air
minum.

Web Geographical Information System (Web GIS)
adalah sistem informasi berbasis internet yang
digunakan untuk mengolah dan menyimpan data
atau informasi geografis.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah
sebagai pedoman = bagi Pemerintah Daerah,
Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya
dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum yang berkualitas.

(2) Tuyjuan disusunnya Peraturan Bupati adalah untuk :

a. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non
fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, dan
peran masyarakat) dalam kesatuan yang utuh
dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana
sanitasi.

b. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan
manusia secara berkelanjutan dalam rangka
peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAERAH

Pasal 3
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum disusun dengan dengan sistematika
sebagai berikut:

a. BABI :  Pendahuluan.

b. BABII : Visi dan Misi Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum.

c. BABIII : Isu Strategis, Permasalahan, dan
Tantangan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum.

d. BABIV : Kebijakan dan Strategi Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum.

e. BABV : Rencana Aksi Percepatan Investasi
Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum.

f. BABVI : Penutup.



Pasal 4

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kabupaten Kudus

pada tanggal 18 Januari 2017 Digitally signed by

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.11.05
10:15:42 +07'00'
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